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Judul : Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar).
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana
Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes
Makassar). Kemudian dijabarkan dalam submasalah, yaitu 1) Bagaimana landasan
hukum dalam perspektif Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana Begal,
2) bagaimana peran Hukum Pidana Islam terhadap tindak Pidana Begal.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau
field research. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dengan
pendekatan yuridis, dan empiris. Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan
mencermati bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh  pelaku begal dan akan
ditindaklanjuti dengan pendekatan empiric melalui pengambilan data primer di
lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pidana Begal yang ditangani oleh
pihak kepolisian di Polrestabes  yang terjadi di kota Makassar, dilaporkan pada tahun
2015 sebanyak 461 kasus dan hanya 191 kasus yang telah diselesaikan, pada tahun
2016 sebanyak 450 kasus yang dilaporkan dan 375 kasus yang diselesaikan, dan
tahun 2017 hanya 46 kasus yang dilaporkan dan 18 kasus yang berhasil diselesaikan..
Adapun peran hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana Begal adalah
seperti melakukan pengasingan, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu
memotong tangan kanan dan kaki kiri serta dijatuhi hukuman mati tanpa disalib.
Implikasi dari peneltian ini adalah agar pihak kepolisian lebih memperhatikan
adanya tindak pidana Begal yang terjadi di kota Makassar yang sudah mulai
meresahkan masyarakat karena ulah para pelaku Begal yang semakin merajalela
sampai mengancam nyawa warga Makassar. pihak Kepolisian lebih meningkatkan
lagi sosialisasi pembelajaran hukum agar lebih berhati-hati jika keluar dari rumah,
terkhusus di sekolah-sekolah agar para remaja ataupun anak-anak diusianya yang
masih sangat muda bisa lebih memahami bahwa tindak pidana Begal bukanlah suatu
kejahatan yang bersifat sementara tapi akan seterusnya terjadi dikalangan masyarakat.
Dan memberikan hukuman kepada para pelaku Begal yang sesuai dengan aturan-
aturan hukum yang berlaku secara umum yang tercantum dalam pasal 365 KUHP.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan pengaruh besar
terhadap perkembangan perilaku masyarakat yang menimbulkan pergeseran budaya
dalam masyarakat tersebut. Kondisi perekonomian yang caruk maruk di tengah
perkembangan zaman yang pesat menimbulkan keterpurukan ekonomi dalam
masyarakat yang berdampak negatif. Kesenjangan ini memebuat orang melakukan
apa saja untuk mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
meskipun dilakukan secara melawan hukum, yang dimaksud dengan melawan hukum
artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah
mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu
adalah bertentangan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya
atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, sebab melawan hukum merupakan
suatu perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.
Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik
kerugian itu mengenai anggota jiwa, badan, harta benda, keamanan, tata aturan
masyarakat, nama baik atau kehormatan, perasaan, ataupun hal-hal lain yang harus
dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya, suatu perbuatan dianggap sebagai
perbuatan jahat, karena dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi
pihak lain, baik dalam bentuk anggota badan, jiwa atau harta benda maupun
2gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya. Selain
itu kurangnya iman cenderung membuat seseorang terjerumus pada tindakan
penyelewangan, tapi seseorang yang pengetahuan, pengkhayatan dan pengamalan
nilai-nilai ajaran agama nya kuat dan cenderung tidak berbuat jahat, apalagi yang
berhubungan dengan pelanggaran moral. Agama memegang peranan penting dalam
hidup manusia. Hanya dengan agama, seseorang akan dapat menahan diri terhadap
setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat.1
Masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama
mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama dengan diliputi oleh struktur
dan sistem yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas dan
kebudayaan di antara mereka. Anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya
terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-beda dan beberapa segi. Mereka
terdiri dari tua-muda, kaya-miskin, bangsawan bukan bangsawan, ilmuwan dan bukan
ilmuwan, pejabat tinggi dan orang awam. Dalam kenyataannya, sering terjadi
hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok
mengalami ketengangan di sebabkan karena terdapat seorang anggota keolmpok di
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengganggu orang lain. Pelanggaran hak
orang lain dalam masyarakat sering di lakukan oleh remaja atau anak di bawah
umur. 2 Sebagaimana yang sering di beritakan akhir-akhir ini tentang kejahatan
perampasan dengan kekerasan atau yang biasa disebut  kejahatan Begal yang semakin
1Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Cet. 1; Desember 2014), h.10
2Sajipto Rahardjo, Hukum dan perubahan sosial (Yogyakarta: Genta Publishing) h.20
3marak terjadi khususnya di Kota Makassar, meresahkan masyarakat dan
menyebabkan terjadinya kekerasan maupun perampokanyang kebanyakan dilakukan
oleh anak-anak ataupun remaja. Hal ini dapat kita ketahui dari berbagai media massa
yang antara lain televise, radio, surat kabar serta media cetak lainnya dan bahkan dari
internet yang memberikan informasi mengenai masalah kejahatan Begal tersebut.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi
khususnya di Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan
telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai fasilitas mewah yang ada
dimana-mana sehingga kota Makassar dijuluki Makassar menuju kota dunia. Disisi
lain, gemerlap kota Makassar sangat mempengaruhi terbentuknya kenakalan remaja
sebagai wadah berkumpul.
Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan
kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena
secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada
saat pengakuan, perhatian, dan kasih saying tersebut tidak mereka dapatkan di rumah,
maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah
mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman
sebaya nya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negative kerap menjadi pilihan anak-anak
broken home sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.
Membicarakan kejahatan Begal dalam perspektif Hukum Pidana Islam dari
dua imam Syafi’I dan imam Hanafi yang berkaitan dengan pengertian, jenis hukuman
4(Jarimah), unsur-unsur, syarat-syarat pembegalan serta sanksi dan pelaksanaan
hukuman kejahatan Begal.
Begal pada dasarnya merupakan bentuk dari mencuri, hanya saja secara
bentuk perbuatannya Begal memiliki ciri sendiri dalam perbuatannya yakni
melakukan perampasan di jalan 3 . Sebagaimana di dalam Hukum Pidana Islam
perbuatan perampasan di jalan atau pembegalan dikenal dengan Jarimah Hirabah.
Hirabah adalah ke luar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakut-nakuti
dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan jauh dari pertolongan
(bantuan).4
Adapun ayat yang menjadi dasar hukum Hirabah terdapat dalam QS Al-
Maidah/5:33;5
                        
                  
                    

Terjemahanya:
“ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang
3Meity Qadratillah, Kamus Bahasa Indonesia, h. 45
4Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid V, h. 199
5demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar ”.6
Dalam Al-Qur’an Allah menamakan Hirabah sebagai orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.Orang yang
mengganggu keamanan dan mengacau ketentraman, menghalangi berlakunya hukum,
keadilan dan syariat, merusak kepentingan umum, mereka dapat dibunuh, disalib,
dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau diasingkan. Pidana pembunuhan
dikenakan terhadap penganggu keamanan, perampokan yang disertai dengan
pembunuhan atau perampasan harta. Martabat manusia terletak pada budaya saling
menghormati dan melindungi antara satu dengan yang lainnya. Nilai kemanusiaan
yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai
sebuah komunitas dalam suatu lingkungan yang tentram, tanpa kekerasan dan
pembunuhan. Pembunuhan bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.7
Membicarakan kejahatan Begal dalam perspektif Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk memahami kejahatan Begal dalam pasal 365
dengan pengertian, jenis hukuman dalam KUHP, unsur-unsur, syarat-syarat pelaku
serta sanksi dan pelaksanaan hukuman kejahatan Begal. Pengertian perampasan
(Begal) dalam pasal 362 KUHP adalah barangsiapa yang mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
6Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syaamil Quran, 2011),
h.140
7Hamka Hak, Fasafah Ushul Fikih (Ujungpandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 70
6secara melawan hukum.  Sedangkan dalam pasal 365 KUHP sebagai pelengkap atas
pasal 362 yang menjelaskan bahwasanya yang jika dalam pencuriannya disertai atau
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap
tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk
menguasai barang yang dicuri dan perbuatan itu dilakukan di jalan umum. Sehingga
bisa disimpulkan bahwasaya kejahatan Begal menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) adalah suatu kejahatan yang mengambil barang milik orang lain.8
Yang dimaksud dengan kejahatan sendiri adalah perbuatan atau tingkah laku yang
selain merugikan dsi penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya
keseimbangan, kententraman, dan ketertiban. Seseorang yang berperilaku jahat
belajar dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Artinya perilaku
jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain, dan orang lain tersebut mendapat
perilaku jahat itu sebagai hasil interaksi-interaksi yang dilakukannya dengan orang
lain pula dan orang lain tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang
dilakukannya denga orang-orang yang berperilaku dengan kecendrungan untuk
melawan norma-norma hukum. 9 Itulah sebabnya dalam meneliti suatu kejahatan
harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun
dengan pendekatan kausal. Sebagaimana yang telah dikemukakan, kejahatan
8Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-Undang, Cet I, h.575
9Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
h.408
7merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat
(hukuman mati sekalipun) kejahatan masih saja terjadi.
B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus
1. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada tindak pidana Begal dalam perspektif Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)
2. Deskripsi Fokus
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penyusun akan mendeksripsikan pengertian beberapa variable
yang dianggap penting yaitu :
a. Tindak pidana adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau
baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta,
benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara
dan kurungan.10
b. Begal adalah salah satu tindakan kriminal seperti perampasan, pemerasan,
perampokan, jambret, dan lain semacamnnya yang merugikan orang lain dan
memaksa.11
10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
h.308
11 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
h.310
8c. Hukum pidana adalah tindakan kriminal atau kejahatan yang menganggu
kententraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan
Tabel I
Tentang, Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1
Tindak Pidana Begal dalam
Perspektif Hukum Pidana
Islam
- Makna Tindak Pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman




- Pengertian Begal adalah




- Tindak Pidana Begal dalam
perspektif Hukum Pidana




nakuti dengan cara kekerasan,
dengan berpegang pada
kekuatan dan jauh dari
pertolongan (bantuan).
C. Rumusan Masalah
Agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan diformulasikan dalam
pokok masalah bagaimana peran Hukum Pidana Islam dalam menangani tindak
pidana kejahatan Begal serta landasan hukum yang mengatur tindak pidana kejahatan
Begal. Dari pokok masalah tersebut kemudian dikemukakan sub-sub pokok masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana dasar hukum dalam tindak pidana Begal ?
2. Bagaimana penegak pidana Begal dalam perspektif Hukum Pidana Islam ?
D. Kajian Pustaka
Adapun setelah penulis mengadakan kajian kepustakaan, penulis tidak
menemukan judul yang sama. Banyak literature yang membahas tentang masalah ini,
namun belum ada literature yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini.
Agar lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur :
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Elga Andini dalam penelitiannya “Kejahatan Sadis oleh Remaja: Studi Kasus
Begal Sepeda Motor di Kota Depok” menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan
oleh para remaja yang semakin meningkat, dan tingkat kesadisannya menjadi lebih
tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan faktor penyebabnya pun bermacam-
macam seperti faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang kurang memadai sehingga
membuat para remaja melakukan tindak kejahatan yang tidak sepatutnya mereka
lakukan.12
Hamzah Hasan dalam penelitiannya “Pidana Mati Terhadap Pelaku Begal
Mengurangi Tingkat Kejahatan Jalanan di Kota Makassar” menjelaskan tentang
pidana mati yang diberikan kepada setiap pelaku Begal untuk mengurangi tingkat
kejahatan Begal yang terjadi di Kota Makassar karena dilihat dari sudut pandang
masyarakat Makassar banyak remaja maupun orang dewasa melakukan tindak pidana
Begal tanpa memikirkan apa sanksi dan hukuman yang dikenakan.13
Zulfikram Nur dalam penelitiannya “Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap
Pelaku Begal Yang Dilakukan di Kota Makassar” menjelaskan tentang sisi secara
umum tindak pidana Begal yang terjadi di Kota Makassar yang bersentuhan lansung
dengan masyarakat.14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
12Elga Andini,Kejahatan Sadis oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota
Depok,(Jurnal; Case Study of Violent Motorcycle Theft in Depok City)
13Hamzah Hasan,Pidana Mati Terhadap Pelaku Begal Mengurangi Tingkat Kejahatan
Jalanan di Kota Makassar, (Jurnal; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri)
14Zulfikram Nur,Tinjauan Sosiologis Hukum Tehadap Pelaku Begal Yang Dilakukan di Kota
Makassar (Skripsi; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
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Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf
keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan
pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai
dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati
fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses
sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan
data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.15 Metodologi
merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen
spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tekhnik dan alat. Dengan demikian,
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui landasan atau dasar hukum yang mengatur tentang tindak
pidana Begal.




15Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet, 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),
h. 8
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Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya,
sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi
mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama pandangan Islam
terhadap tindak pidana Begal.
b. Kegunaan Praktis
1) Dapat memberikan pengetahuan mengenai landasan atau dasar hukum yang
mengatur tentang tindak pidana Begal.
2) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar




A. Tinjauan Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal
dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak
pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian
dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan
hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai
sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.1 Istilah Strafbaar Feit sendiri adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan
tersebut.2
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak
pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan
1 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 62
2 Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, h. 97
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yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief
menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang
melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Unsur subjektif adalah
unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si
pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam
hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu
harus di lakukan.3
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :4 “Tindak pidana adalah perbuatan yang
oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini
selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang
oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang
sebenarnya diharuskan oleh hukum).”
Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan
sebagai berikut : “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang
pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.5
3 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
1997, h. 193.
4 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.49.
5 P. A. F. Lamintang 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 182.
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Jonkers merumuskan bahwa :6 “Tindak pidana sebagai perisitiwa pidana yang
diartikannya sebagai suatu perbuatanyang melawan hukum (wederrechttelijk) yang
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang
dapat dipertanggungjawabkan.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau
mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang
mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya
dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana7.
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II
dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III Alasan pembedaan antara kejahatan
dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan.
Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda,
sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak
pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan
adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak
memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibattertentu dari
6 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
h.75.
7 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, h.28.
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perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada
perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang.
Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di
pertanggungjawabkan dan dipidana.
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus)
dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah
tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 16
mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan
dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasifdisebut juga
tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya
berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk
mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang
berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah
tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak pidana pasif murni adalah
tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada
dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang
pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara
tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang,
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tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu
benar-benar timbul.
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan antara tindak
pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau
berlangsung lama atau berlangsung terus-menerus.
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak
pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).
Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di
luar kodifikasi KUHP.
g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan
antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang
dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan
terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan
penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak
mengajukan pengaduan.
h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara
tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang
diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk
menjadi :
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1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut
dengan bentuk standar;
2) Dalam bentuk yang diperberat;
3) Dalam bentuk ringan.
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :8
a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraadyang terdapat dalam
kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.
8 P. A. F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 193-194.
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada
bunyi rumusannya.9
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:10
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Diadakan tindakan penghukuman.
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang
menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan
penghukuman (pemidanaan).
4. Cara Merumuskan Tindak Pidana
Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu.
terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana pada
kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat dari 3 (tiga) dasar
pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP.
a. Cara Pencantuman dan Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana
9 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1 (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta) h.
79.
10 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, h. 80.
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Dapat dilihat bahwa setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, yaitu:
1) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana.
Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurna. Terutama
dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau standar
dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subyektif.
Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian
yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas
dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut
dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuatkan dalam persidangan.
2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan
mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak
digunakan dalam merumuskan tindak pidana KUHP. Tindak pidana yang
menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam
praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi
kualifikasi tertentu.
3) Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan
ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan
yang paling sedikit. Terdapat pada pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1)
KUHP tentang penganiayaan.
b. Dari sudut titik beratnya Larangan
Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara merumuskan
dengan cara formil dan dengan cara materiil.
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1) Dengan cara formil
Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas
perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok
larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam
hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi
larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung
pada akibat yang timbul dari perbuatan.
2) Dengan cara materiil
Perumusan dengan cara materiil ialah yang menjadi pokok larangan tindak
pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat tertentu disebut dengan
akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya adalah
menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan
akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya
tindak pidana, maka untuk selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung
pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum. Jika
wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana
itu belum selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.
c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang
Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan.
1) Perumusan dalam bentuk pokok
Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak
pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang
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diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Cara merumuskan dapat
dibedakan antara merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dan
dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan. Bentuk pokok
pembentuk Undang-Undang selalu merumuskan secara sempurna dengan
mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap.
2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang Diperberat
Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari tindak
pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang
kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal dalam
bentuk pokok (Pasal 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal
339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan
diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Begal
1. Pengertian Pembegalan
Pembegalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Nomina (kata
benda) proses, cara, perbuatan, membegal; perampasan dijalan; penyamun :
pembegalan sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai
perhiasan kalau berpergian. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai
sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan
oleh seseorang dengan disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan
menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan
terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor.
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Pembegalan adalah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian
berkembang menjadi istilah pelaku kejahatan yang mencegat korban dan melakukan
perampasan dengan harta si korban. Kejahatan dipandang sebagai suatu label yang
dilekatkan terhadap suatu perbuatan, dalam hal ini terminologi kejahatan yang
bersifat diganti dengan istilah yang bersifat umum, yakni perilaku menyimpang.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Howard Backer, bahwa perilaku menyimpang
bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap
atau label tertentu dalam terhadap perilaku tersebut. Kejahatan dalam pandangan
sosiologis ini dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar harapan suatu kelompok
dan kejahatan sebagai produk sosial. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu
perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Dua pasal-pasal yang terkait
dalam pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal
362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana.
Sanksi Khusus Tindak Pidana Pembegalan Berdasarkan pada KUHP
Pembegalan dapat dikategorikam dalam pencurian dengan kekerasan. Pencurian
dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius yang ada di Indonesia.
Dalam arti kalimat pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga dengan
perampokan untuk istilah awamnya. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam
pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului ,disertai,diikuti kekerasan yang
diajukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pengertian kejahatan Begal menurut Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Adalah suatu kejahatan mengambil barang milik orang lain di jalan
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umum (sendiri atau kelompok) dengan kekerasan atau ancaman yang bisa berakibat
luka atau kematian. Aksi begal jelas menganggu keamanan masyarakat dan bahkan
mengancam keamanan insani, karena begal hanya istilah yang hanya muncul di
masyarakat Indonesia saja.
2. Unsur-Unsur Pembegalan
Unsur-unsur pembegalan ini adalah sebagaimana penjelasan dari pasal 365
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur delik kejahatan Begal
yang terkandung dalam pasal 365 KUHP sebagai berikut :
Unsur Obyektif, yaitu:11
a. Cara atau upaya yang digunakan :
1) Kekerasan
2) Ancaman kekerasan
b. Yang ditujukan kepada orang
c. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan itu ialah
sebelum, pada saat itu dan setelah.
Unsur Subyektif, yaitu:
a. Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu dengan maksud yang
ditujukan :
Untuk mempersiapkan pencurian dan mempermudah pencurian dengan
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), h. 91
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untuk menguasai benda yang dicuri agar tetap di tangannya. Yang perlu dibuktikan
pada delik pasal 365 ini ialah “Bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang
bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku.  Karena sebagai yang terdapat dalam
pasal 365 ayat (2) dan ayat (3) juga memilki unsure materiil tersendiri diantaranya.12 :
1) Dilakukan pada malam hari
2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup
3) Di jalan umum
4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5) Mengakibatkan luka berat
6) Mengakibatkan kematian
3. Sanksi Khusus Tindak Pidana Pembegalan
Berdasarkan pada KUHP Pembegalan dapat dikategorikam dalam pencurian
dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang
serius yang ada di Indonesia . Dalam arti kalimat Pencurian dengan kekerasan dapat
disebut juga dengan perampokan untuk istilah awamnya. Pencurian dengan kekerasan
yang diatur dalam pasal 365 KUHP,yaitu pencurian yang didahului ,disertai,diikuti
kekerasan yang diajukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan
aksinya.13
12 Soeroso, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1991) h. 225
13 Glory Donda Monika, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta, (Jurnal; Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta)
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4. Syarat-Syarat Pelaku Pembegalan
Syarat bagi pelaku yakni bisa kelompok tersebut atau setiap orang yang
melakukan secara lansung maupun secara tidak lansung perbuatan tersebut
sebagaimana menurut Imam Hanafi bahwa orang yang ikut terjun lansung
mengambil harta, membunuh atau mengitimidasi termasuk pelaku pembegalan.
Demikian pula orang yang ikut memberikan bantuan, baik dengan cara
permukafatan, suruhan, pertolongan maupun pertolongan itu semua tergolong pelaku
pembegalan.
C. Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Jinayah dan Jarimah
Dalam mempelajari Fikih Jinayah atau Hukum Pidana Islam, ada dua istilah
yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari materinya. Pertama, istilah
jinayah dan kedua istilah jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti
dan arah yang sama. Selain itu istilah yang satu menjadi muradif (sinonim) bagi
istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian, keduanya
berbeda dalam penerapannya. Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan
kejahatan yang mengganggu kententraman umum serta tindakan melawan perundang-
undangan. Artinya istilah ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya
perbuatan tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.14 Sedangkan Jarimah
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara’ dan ditentukan
14 H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Cet. II
(Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 1.
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hukumannya oleh tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang belum jelas
ketentuannya oleh tuhan.
Adapun Fiqih Jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman
atas dalil yang terperinci. Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan
erat dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam
konsep jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara’. Larangan ini timbul
karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh
karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup
bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Memang ada manusia yang tidak
mau melakukan larangan dan tidak mau meninggalkan kewajiban bukan karena
adanya sanksi, tetapi semata-mata karena ketinggian moralnya mereka orang yang
akhlaknya mulia. Akan tetapi, kenyataan empirit menunjukkan dimanapun di dunia
ini selalu ada orang-orang yang taat karena adanya sanksi, oleh karena itu jinayah
tanpa sanksi tidaklah realistik.
2. Istilah Begal dalam Hukum Pidana Islam
Hirabah adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang
bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka
merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau
meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan, dalam pengertian
lain, Hirabah adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan  dan
28
disertai dengan kekerasan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan
jarimah perampokan (Hirabah), diantaranya :
1. Pendapat Hanafiyah : perbuatan mengambil  harta secara terang-terangan
dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.
2. Pendapat Malikiyah : mengambil harta dengan cara penipuan baik
menggunakan kekuatan maupun tidak.
3. Pendapat Syafi’iyyah : merngambil harta/ membunuh/ menakut-nakuti yang
dilakukan dengan senjata di tempat yang jauh dari pertolongan
4. Pendapat Hanabilah : mengambil harta orang lain secara terang-terangan di
padang pasir menggunakan senjata
5. Pendapat Zhahiriyah : orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti
pengguna jalan, dan membuat onar/ kerusakan di bumi.
Perbedaan mencuri dengan Hirabah adalah mencuri berarti mengambil barang
orang lain  secara diam-diam, sedangkan hirabah adalah mengambil barang
orang lain dengan cara terang-terangan. Jadi, Hirabah adalah suatu tindak
kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang
dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu
orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan
tindak kekerasan. Pembuktian Hirabah bisa dengan sanksi yaitu dua orang saksi
laki-laki dan bisa juga dengan pengakuan. Ada beberapa syarat untuk menjatuhi
hukuman pada pelaku Hirabah yaitu :
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1. Pelaku Hirabah adalah orang Mukallaf
2. Pelaku Hirabah membawa senjata
3. Lokasi Hirabah jauh dari keramaian
4. Tindakan Hirabah secara terang-terangan
Sanksi perampokan yang ditentukan dalam al-Quran ada 4 macam yaitu dibunuh,
disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri
tempat kediamannya. Hukuman Hirabah dapat dihapus karena taubat sebelum
berhasil dibekuk dan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus
pencurian yakni :
1. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya.
2. Pelaku menarik kembali pengakuannya
3. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang
4. Dimilikinya harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan ke pengadilan.
Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah: ayat 33-34 tentang
sindikat Hirabah yang mengadakan pengerusakan diatas bumi kemudian  mereka
bertaubat sebelum sindikat itu dibekuk maka Allah SWT sesungguhnya akan
mengampuni atas apa yang telah dilakukan oleh sindikat itu dan mereka tidak
akan dijatuhi hukuman Hirabah.
30
a. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam
Pengertian asas legalitas (Principle Of Legality), asas yang menentukan bahwa
tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan
terlebih dahulu dalam perundang-undang. Biasa dikenal dengan istilah Nullum
delictum Nulla Poena Sine Praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa
peraturan lebih dahulu). Salah satu aturan pokok yang sangat penting dalam hukum
pidana Islam, ialah aturan yang berbunyi “sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada
hukum bagi peraturan orang-orang yang berakal sehat”15
Di kalangan ahli hukum Islam,  bahwa asas legalitas merupakan konsekuensi
logis dari persyaratan seorang mukallaf, dan persyaratan perbuatan mukallaf. Adapun
persyaratan seorang mukallaf itu :
a. Sanggup memahami aturan-aturan yang berisi hukum taklifi (Tuntutan-
tuntutan seperti sentuhan larangan dan sebagainya).
b. Pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.
Syarat pada perbuatan :
a. Perbuatan itu sanggup untuk ditinggalkan dan atau dikerjakan.
b. Perbuatan itu diketahui secara sempurna oleh seseorang mukallaf, artinya :
1) Mengetahui hukum-hukum taklifi, apabila hukum-hukum itu telah
diundangkan atau telah disosialisasikan kepada masyarakat. Orang
15 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Cet. 1; Desember 2014), h.37
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yang mengetahui adanya perintah  dan larangan, tentu tidak akan
bertindak sesuai dengan perintah dan larangan tersebut. Artinya tidak
ada suatu kejahatan apabila tidak ada nas terlebih dahulu yang
diundangkan kepada masyarakat.
2) Ada aturan yang memuat tentang ancaman hukuman pada perbuatan
itu, jika seorang mukallaf berbuat atau tidak berbuat. Penerapan syarat
tersebut berarti bahwa sesuatu nas tentang perbuatan jarimah berisi
tentang ketentuan yang berkaitan dengan hukuman.16
Lingkungan Berlakunya Aturan Hukum Pidana Islam
Secara teoritis, bahwa ajaran Islam itu untuk seluruh dunia. Akan tetapi secara
praktis sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada, tidaklah demikian. Para ulama
membagi negara ini menjadi tiga klasifikasi:
a. Negara-negara Islam
b. Negara non muslim
c. Negara-negara yang mengadakan perjanjian damai dengan Negara Islam.
Ada 3 teori yang berkenaan dengan hal ini; pertama, teori yang dikemukakan
oleh iman Abu Hanifah yang menyatakan bahwa aturan pidana Islam itu hanya
berlaku secara penuh dalam wilayah-wilayah negeri muslim. Untuk wilayah luar
negeri aturan itu tidak berlaku, kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan
dengan hak perseorangan  (haqq al-adamiy), teori ini mirip dengan teori territorial.
16 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Makassar; Alauddin University Press), h. 38.
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Kedua, menurut Imam Abu Yusuf sekalipun di luar wilayah negara muslim aturan itu
tidak berlaku. Akan tetapi menurutnya, setiap yang dilarang tetap haram dilakukan,
sekalipun tidak dapat dijatuhi hukumannya. Teori ini mirip dengan teori nasionalitas.
Ketiga, teori yang dikemukakan oleh Imam Malik Syafi’I dan Ahmad bahwa aturan-
aturan pidana Islam tidak terikat  oleh wilayah melainkan terikat oleh subyek Hukum.
Jadi seorang muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan teori
internasionalitas.17
b. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam ialah  pembebanan
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya
dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari
perbuatannya itu.
Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu;
a. Adanya perbuatan yang dilarang
b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
c. Pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut.
Apabila terdapat tiga keadaan tersebut maka terdapat pula
pertanggungjawaban pidana, apabila tidak terdapat, maka tidak ada pula
pertanggungjawaban pidana. Karena itu orang gila, anak dibawah umur atau orang
17 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Makassar; Alauddin University Press), h. 43.
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yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, dalam ayat QS al-
Nahl/16: 1
 ِ ﱠ ﭑِﺑ َﺮَﻔَﻛ ﻦَﻣ ِﺮۡﻔُﻜۡﻟﭑِﺑ َحَﺮَﺷ ﻦ ﱠﻣ ﻦِﻜ َٰﻟَو ِﻦ َٰﻤﯾ ِۡﻹﭑِﺑ ۢﱡﻦِﺌَﻤۡﻄُﻣ ۥُُﮫﺒۡﻠَﻗَو َهِﺮُۡﻛأ ۡﻦَﻣ ﱠِﻻإ ٓۦِﮫِﻨ َٰﻤﯾِإ ِﺪۡﻌَﺑ ۢﻦِﻣ
 ٞﻢﯿِﻈَﻋ ٌبَاﺬَﻋ ۡﻢَُﮭﻟَو ِ ﱠ ٱ َﻦ ِّﻣ ٞﺐَﻀَﻏ ۡﻢِﮭَۡﯿﻠََﻌﻓ اٗرۡﺪَﺻ١٠٦
Terjemahanya:
“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapatkemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetaptenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yangmelapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanyadan baginya azab yang besar”
Berbeda dengan hukum positif pada masa-masa sebelum revolusi Perancis,
setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana,
tanpa membedakan apakah orang tersebut mempunyai kemauan sendiri atau tidak,
sudah dewasa atau belum. Bahkan binatang dan benda mati bisa dibebani
pertanggungjawaban pidana, apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Kematian juga tidak bisa menghindarkan seseorang dari pemeriksaan pengadilan dan
hukuman. Demikian juga  seseorang harus mempertanggungjawaban perbuatan orang
lain, meskipun orang tersebut tidak tahu menahu dan tidak ikut  serta mengerjakan
nya. Baru setelah revolusi Perancis itu setelah didahului oleh timbulnya aliran
tradisionalisme dan aliran-aliran  lainnya, pertanggungjawaban pidana itu hanya





Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan
jalan menganalisisnya. Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara tekhnis
tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam melakukan
penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa
metode sebagai berikut :
a. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
dengan pendekatan yuridis, dan empiris. Penelitian ini dimulai dengan
meneliti dan mencermati bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku begal dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empiric melalui
pengambilan data primer di lapangan. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk
melakukan pengkajian terhadap penegakan hukum pidana dan hukm Islam
dalam rangka penegakan hukum, pembangunan hukum dan pembaharuan
hukum pidana Indonesia. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan
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penelitian terhadap masyarakat berkaitan dengan bagaimana perspektif atau
pandangan hukum pidana Islam mengenai ketetapan terhadap pelaku tindak
pidana Begal.
Juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat
mengenai objek yang menjadi pokok permasalahan.
2. Lokasi Penelitian
Adapun Lokasi penelitian di Polrestabes Makassar. Karena
Polrestabes Makassar dilihat dari sisi pengaduan masyarakat, bahwa banyak
laporan kasus berkaitan dengan begal dan bayak pula kasus begal yang telah
ditangani oleh Polrestabes Makassar.
A. Pendekatan Penelitian
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan,
maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris berarti
penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta  yang terjadi
dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara
sosiologis yang dilakukan secara lansung ke lapangan.
B. Sumber Data
Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.
1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara lansung (Kepolisian)
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2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang
ada. Adapun macam-macam sumber data sekunder, yaitu :
a. Sumber hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-
masalah yang akan diteliti. Misalnya Al-qur’an, Hadist, UUD 1945, UU,
Peraturan Pemerintahan, Pancasila, Yurisprudensi dan lainnya.
b. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer. Misalnya hasil penelitian, karya
ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
c. Sumber hukum tersier merupakan dokumen data yang memberikan tentang
hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum, ensiklopedia,
majalah, media massa dan internet.
C. Metode Pengumpulan Data
Metode pngumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :
1. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisi dan
mengadakan pencacatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan
melihat atau  mengamati individu atau kelompok secara lansung.
2. Wawancara di lokasi penelitian guna bertukar informasi dan ide melalui
Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu.
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3. Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara melilhat
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan),
gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.
Dalam penelitian ini, digunakan prosedur penelitian sebagai berikut: Kegiatan
penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin hingga diteruskan pada lokasi penelitian
di Polrestabes Makassar.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai
instrumen juga harus “divalidasi” seberapas jauh penelitian kualitatif siap melakukan
peneliti yang selanjutnya terjun ke lapangan.
Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah
sebagai berikut:
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan
yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis; berfungsi untuk mencatat semua percakapan
dengan sumber data.
3. Alat perekam berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan
dengan informan.
4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan.
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E. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data
1. Tekhnik Pengolahan Data
Penggunaan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterprensikan sesuai dengan tujuan,
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini
antara lain sebagai berikut:
a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang
diambil adalah mengidentifikasikan mutualisme pelaku dalam melakukan
tindak pidana Begal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan
terealisasinya sanksi atau hukuman yang dijatuhkan berkaitan dengan
nilai hukum Islam dan nilai hak asasi manusia.
b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar
dalam membahas suatu masalah, berupa wawancara dan observasi.
c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian
Makassar sebagai pusat pemerintahan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan
berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata,
pusat hiburan dan pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Yang juga merupakan pintu
kawasan Indonesia Timur (KTI), posisi yang sangat strategis ini membuat Kota
Makassar menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan dan
Indonesia Timur.
Dinamika masyarakat Sulawesi Selatan khususnya ibukota Makassar tidak
terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang mendukung terjadinya perubahan baik lansung atau tidak lansung
terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dinamika
tersebut selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan berbagai
bentuk ancaman dan gangguan seperti kejahatan terhadap kekayaan Negara serta
kejahatan yang ber-impilikasi kontinjensi yang artinya dimana suatu keadaan yang
masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau
rugi oleh suatu perusahaan. Membahas permasalahan yang terkait dengan kejahatan
maka dapat dipahami bahwa setiap lingkungan dalam hal ini termasuk juga di
wilayah Sulawesi Selatan terdapat instansi khusus yang menjadi wakil pemerintah
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untuk menjalankan sistem dan fungsi hukum dimana telah kita ketahui bahwa hal
tersebut merupakan fungsi Polrestabes.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai fungsi Polrestabes, sangat
diperlukan penjelasan mengenai bagaimana tentang Polres itu sendiri, dimana
Polrestabes Makassar berkantor di Jl. Ahmad Yani No.9, Pattunuang, Wajo Kota
Makassar.
Adapun visi dan misi Polrestabes itu sendiri adalah :
1. Visi
Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wialayah Kota
Makassar dengan mewujudkan tampilan Polisi yang terampil cepat
professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan
permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang terprogram dan sistematis
sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah kota Makassar yang aman dan
dinamis.
2. Misi
a. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada
masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik
maupun psikis.
b. Selalu melaksanakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam
rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam
rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat melayani dan
melindungi masyarakat.
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c. Menekan gangguan kamtibnas yang terjadi melalui kegiatan preventif,
preventif dan penegakan hukum yang terukur, professional dan
proporsional serta menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi
tingkat keresahan masyarakat.
d. Memelihara kamtibnas dengan tetap memperhatikan norma-norma dan
nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis.
e. Menegakkan hukum secara cepat professional dan proporsional dengan
menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM menuju kepada adanya
kepastian hukum dan rasa keadilan.
f. Mengelola SDM polri di lingkungan Polrestabes secara professional
dalam rangka optimalisasi tugas dan tujuan Polrestabes.
g. Mengelola sarana dan prasarana serta sumber daya materiil kesatuan dan
rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.
h. Melakukan pelaksanaan fungsional kepolisian sehingga dapat
mewujudkan Polrestabes yang dapat dipercaya noleh masyarakat..
i. Mewujudkan model pengelolaan kepolisian yang sistematis secara utuh,
sinergi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
j. Melaksanakan upaya mendekatkan polisi dan masyarakat melalui aktifitas
nyata melindungi, berkomunikasi saling berbagi informasi dan berupaya




B. Dasar Hukum Dalam Tindak Pidana Begal
Tindak kejahatan khususnya perampasan dengan kekerasan atau dengan
sitilah kata jaman sekarang yaitu Begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal
yang cukup menonjol di Kota Makassar, hal tersebut dikarenakan semakin beraninya
pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya
laki-laki atau perempuan.
Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tindak pidana Begal
termasuk kepada tindak pidana pencurian bab XXII diatur pada pasal 362, 363 dan
365. Artinya dalam menghukum pelaku Begal, penegak hukum harus merujuk pada
pasal-pasal tersebut. Bunyi pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil suatu benda
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5
tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Artinya pelaku Begal
dihukum penjara selama 5 tahun. Dan bunyi pasal 363 KUHP “(1) Diancam dengan
pidana penjpara paling lama tujuh tahun, seperti pencurian yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu, (2) Jika pencurian yang diterangkan dalanm butir
3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana
penjara paling lama Sembilan tahun, setelah melihat pasal 363 KUHP maka dapat
dikatakan pelaku Begal itu masuk pada ayat (1) angka 4 dimana pelakunya bersekutu
maka dapat dihukum selama 7 tahun, lebih berat dari pasal 362 KUHP. Namun, apa
itu cukup? Mari kita lihat lagi pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP (1) Diancam
dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului,
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disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau
untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) diancam dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun. (3) jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) diancam dengan pidana mati
atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan  luka
berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.
Berikut penulis akan memaparkan data perampasan dengan kekerasan yang
terjadi di Kota Makassar yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan
kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di
POLRESTABES Makassar yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1
Jumlah Kasus Perampasan dan Kekerasan di Kota Makassar






1 2015 461 191
2 2016 450 375
3 2017 46 18
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Jumlah 957 584
Sumber Data : Polrestabes Makassar tahun 2017
Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus perampasan dengan kekerasan di
Kota Makassar yang dilaporkan dan kasus yang telah diselesaikan, selama 3 tahun
mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 jumlah kasus yang diselesaikan paling
banyak, apabila diuji maka dapat dijabarkan  bahwa pada tahun 2015 sebanyak 461
kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan sebanyak 191 kasus, pada tahun 2016
sebanyak 450 kasus yang dilaporkan dan sebanyak 375 kasus yang telah diselesaikan,
sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 46 kasus yang dilaporkan dan 18 kasus yang
telah diselesaikan. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan
signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang telah diselesaikan, yang
dapat diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahun
nya.
Menurut Aiptu Resky Yospiah, SH (Wawancara 31 Agustus 2017) ada
beberapa kendala yang membuat beberapa kasus perampasan dengan kekerasan yang
dilaporkan tidak dapat terselesaikan diantaranya :
a. Alat bukti tidak mencukupi.
b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
c. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.
d. Tidak semua perkara yang dilaporkan itu benar.
Dapat disimpulkan bahwa pihak Kepolisian belum maksimal dalam
menyelesaikan laporan masyarakat, padahal Polisi sebagai salah satu instrument
pertama dalam mengungkap kasus-kasus perampasan dengan kekerasan sangat
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diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna
lebih meminimalisir lagi tindakan perampasan dengan kekerasan di Kota Makassar1.
Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mendapatkan data dari Kepolisian dengan
kasus perampasan dengan kekerasan mengenai usia pelaku perampasan di Kota
Makassar, yaitu :
Tabel 2
Usia Pelaku Pencurian dan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2015-2017
No Usia Pelaku Frekuensi Presentase(%)
1 12-14 3 15%
2 15-20 9 50%
3 21-30 8 35%
Jumlah 20 100%
Sumber Data : Polrestabes Makassar 2017
Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan
perampasan dengan kekerasan adalah pelaku yang berumur 15-30 tahun, mencapai
85% dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis parang dan busur, ada yang
hanya mengancam bahkan ada yang sampai melukai korbannya hingga
mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian
itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan
1 Aiptu Resky Yospiah (42 tahun), Kepala bagian Sub Hukum Polrestabes Makassar, Wawancara,
Kota Makassar, 31 Agustus 2017.
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sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan
diri dan melakukan suatu kejahatan seperti perampasan dengan kekerasan.
Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu
mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental.
Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila
keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negative, begitu pula
sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan
terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal
tersebut maka usia mempengaruhi cara berfikir untuk melakukan sesuatu, karena usia
yang masih muda /belum matang cara berfikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya
terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi
belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang
rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi.
Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan
mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan perampasan.
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perampasan dengan
kekerasan :
Status sosial seseorang di dalam masyarakat  banyak dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka
selama itu pula ada pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial
seseorang.
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Untuk masyarakat kota besar seperti kota Makassar status sosial seseorang itu
ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain
sebagainya. Begitu pula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang
beraspek vertikal di bidang ekonomi yang artinya semakin naiknya keadaan ekonomi
dan sosial, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin
membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan
sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah
melarat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya perampasan dengan kekerasan antara lain :
1. Faktor Ekonomi
Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia,
maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana perampasan lah yang kerap kali
muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana perampasan. Para
pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap , atau bahkan tidak punya
pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi
kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya
yang sedang sakit, maka seseorang dapat bebruat nekat dengan melakukan tindak
perampasan dengan kekerasan.
Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa
diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi
apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain
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sebagainya, disebabkan oleh orang tua, atau isteri maupun anak-anaknya dalam
keadaan sakit keras dan memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena
itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan perampasan.
2. Faktor Pendidikan
Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap
terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata
hanya tamat sekolah dasar. Dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pelaku Perampasan dengan kekerasan di
Kota Makassar Tahun 2015-2017
No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase(%)
1 SD 5 25%
2 SMP 12 60%
3 SMU 3 15%
Jumlah 20 100%
Sumber Data : Polrestabes Makassar 2017
Tabel 4 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap
perampasan dengan kekerasan, sebagaimana tabel di atas pelaku perampasan dengan
kekerasan yang berpendidikan rendah mencapai 5 orang atau 25% yang tamat SD,
kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 60% dan yang
berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
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pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak
terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan berxsikap rendah diri serta
kurang kreatif sehingga tidak ada control terhadap pribadinya sehingga mudah
melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya perampasan dengan kekerasan.
Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh
keadaan sosial sehingga pergaulan dalam linkungannya mudah mengekspresikan
tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.
Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan
mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu, penulis batasi
seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan
yang rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya
keterampilan yang dimliki sehingga pelaku perampasan dengan kekerasan yang
terjadi di Kota Makassar pada umumnya adalah remaja yang tidak bersekolah, hal itu
disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreativitas dan
berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.
Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka
mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah
laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi dengan
adanya bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses
pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan
dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang
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berpendidikan rendah yang pendidikannya hanya sampai di sekolah dasar yang
banyak melakukan kejahatan perampasan dengan kekerasan.
3. Faktor Lingkungan
Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan
dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu
lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku
seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah  lingkungan keluarga dan lingkungan
masyarakat itu sendiri. Dan baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi
oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan
mereka pasti baik pula dan apabila  bergaul dengan orang yang suka melakukan
perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.
Hal lain yang menyebabkan terjadinya perampasan dengan kekerasan adalah
kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang wajar sering ada tindakan
perampasan dengan kekerasan, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik
kendaraan bermotor yang melewati jalanan-jalanan yang sepi dan gelap ada malam
hari.
4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan perampasan dengan
kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya setelah keluar
dari Lembaga Permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut.
Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan
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kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan perampasan itu
dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.
Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi
kasus perampasan dengan kekerasan serta peningkatan dan penyelesaian perkaranya.
Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan
mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan
perampasan dengan kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan
tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan
atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan
perampasan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia
sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum
itu pula masih ada namanya kejahatan perampasan.
Sekalipun demikian, maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau
menekan laju perkembangan perampasan di kota Makassar, sebagai unsur utama
sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial,
Polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu
Polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok Polisi dalam mencegah dan
mengurangi kejahatan, meningkatnya angka statistic kejahatan untuk sebagian besar
merupakan tanggung jawab POLRES serta besar kemungkinan untuk berusaha
mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk
menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian
maka disusun dalam pertahapan kegiatan tersebut :
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1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan
serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka
peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan
jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau
merangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam
rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai
pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar
daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau
penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui
media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan
pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-
bahan laporan akhir tugas.
Seluruh kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan berlanjut guna
melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk
pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan
pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang
mengedepankan fungsi tekhnis atau bentuk kegiatan secara kaku.2
Pandangan dari Kepolisian mengenai kasus tindak pidana perampasan dengan
kekerasan sejauh ini hanya menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku secara
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta 1987), hlm 42
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umum (KUHP) pasal 365 yang berbunyi “ Diancam dengan pidana penjara paling
lama Sembilan tahun perampasan yang didahului, disertai dan diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah perampasa, atau dalam hal tertangkap tangan,
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap
menguasai barang-barang yang dicuri/dirampas.” dan proses tingkat penangkapan
perkara secara wajar, sesuai standar penyidikan di Kepolisian terkhusus di
Polrestabes Makassar.
Cara atau Upaya pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana Begal
(Perampasan) yang ada di Kota Makassar yakni dengan melakukan upaya preventif
dan upaya represif, yaitu :
a. Upaya Preventif
Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan
hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut
tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna,
remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya. Usaha melakukan tindakan pencegahan
dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan
yang diharapkandapat tercapai baik secara lansung maupun tidak lansung dan turut
bertanggung jawab dalam usaha pencegahan perampasan dengan kekerasan itu adalah
pemerintah dan masyarakat.
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Menurut Aiptu Resky Yospiah (dalam wawancara pada tanggal 31 Agustus
2017), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan perampasan dengan kekerasan
yang dilakukan oleh pihak Kepolisian antara lain sebagai berikut :
1) Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga
dan saling melindungi antar warga.
2) Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal
yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana perampasan dengan
kekerasan.
3) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana
perampasan dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada
pihak yang berwajib.
4) Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan
bermotor) supaya berhati-hati dalam berkendara pada saat malam hari.
5) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin
suatu hubungan yang baik antara Polisi dengan masyarakat, agar apa yang
telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
b. Upaya Represif
Upaya tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah
terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku perampasan
kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan
pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu
harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku perampasan kendaraan
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bermotor dengan cara kekerasan itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera)
dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.
Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak
Kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan
terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula
jika terbukti melakukan kejahatan perampasan dengan kekerasan maka akan diadakan
proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila
terbukti bersalah kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga
Permasyarakatan, seperti :
1) Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar
yang cukup dikenal.
2) Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
3) Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4) Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang
berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan
lain-lain.
C. Penegak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan Hukum Pidana pada hukum
positif, yaitu hukum yang mengatur  perbuataan yang berkaitan dengan jiwa atau
anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Jarimah (kejahatan)
dalam hukum pidana Islam (Jinayat) meliputi jarimah hudud, qishash, diyat, dan
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takzir. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had, yakni
hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang
menjadi hak Allah swt melalui dalil naqli. Dalam hubungannya dengan had, maka
hak Allah mempunyai  pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan
oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh
masyarakat yang mewakili Negara. Jarimah Qishash adalah tindak pidana yang
berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu
membunuh atau melukai seseorang. Jarimah Qishash ini hukumannya bersifat
terbatas , tidak memiliki batas  terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku
pada jarimah hudud. Jarimah diyat adalah hukuman pengganti pertama dari hukuman
Qishash. Sedangkan jarimah takzir adalah hukuman yang tidak termasuk dalam
kelompok hukuman had. Adapun hadist yang menjelaskan tentang tindak pidana
begal (pencurian) adalah :
 ِءَﻼَﻌْﻟا ُنْﺑ ُد ﱠﻣَﺣُﻣ ٍبْﯾَرُﻛ ُوَﺑأ ﻲَِﻧﺛﱠدَﺣ ٍرَﻔْﻌَﺟ ُنْﺑ ُد ﱠﻣَﺣُﻣ ﺎََﻧﺛﱠدَﺣ ٍدَﻠْﺧَﻣ َنْﺑا ﻲِﻧْﻌَﯾ ٌدِﻟﺎَﺧ ﺎََﻧﺛﱠدَﺣ
 َلﺎَﻗ َةَرْﯾَرُھ ﻲَِﺑأ ْنَﻋ ِﮫِﯾَﺑأ ْنَﻋ ِنَﻣْﺣ ﱠرﻟا ِدْﺑَﻋ ِنْﺑ ِءَﻼَﻌْﻟا ْنَﻋ ِ ﱠ  ِلوُﺳَر ﻰَﻟِإ ٌلُﺟَر َءﺎَﺟ
 َأ ِ ﱠ  َلوُﺳَر ﺎَﯾ َلﺎَﻘَﻓ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ َﻼَﻓ َلﺎَﻗ ﻲِﻟﺎَﻣ َذَْﺧأ ُدﯾُِرﯾ ٌلُﺟَر َءﺎَﺟ ْنِإ َتَْﯾأَر
 َلﺎَﻗ ٌدﯾِﮭَﺷ َتَْﻧﺄَﻓ َلﺎَﻗ ﻲِﻧََﻠَﺗﻗ ْنِإ َتَْﯾأََرأ َلﺎَﻗ ُﮫْﻠِﺗﺎَﻗ َلﺎَﻗ ﻲَِﻧَﻠﺗﺎَﻗ ْنِإ َتَْﯾأََرأ َلﺎَﻗ َكَﻟﺎَﻣ ِﮫِطُْﻌﺗ
 ِرﺎﱠﻧﻟا ﻲِﻓ َوُھ َلﺎَﻗ ُُﮫﺗَْﻠَﺗﻗ ْنِإ َتَْﯾأََرأ3
Artinya :
“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al-'Ala' telahmenceritakan kepada kami Khalid -yaitu Ibnu Makhlad- telah menceritakankepada kami Muhammad bin Ja'far dari al-Ala' bin Abdurrahman dari
3 Muslim bin Hajja>j . al-Musnad al-Shahi>h al-Mukhtashar binaqli al-‘Adli ila> Rasu>lillahi
Salla al-allahu ‘Alaihi wa Sallam.( Bairu>t :Da>r Ihya>’al-Tura>ts al-‘Arabi>,) h.140.
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bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki mendatangiRasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah,bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas hartabendaku? ' Beliau menjawab: 'Jangan kamu berikan hartamu kepadanya! 'Laki-laki itu bertanya lagi, 'Lalu bagaimana jika dia hendak membunuhku? 'Beliau menjawab: 'Bunuhlah dia! ' Laki-laki itu bertanya lagi, 'Lalubagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku? ' Beliau menjawab:'Maka kamu syahid'. Dia bertanya lagi, 'Bagaimana pendapatmu jika aku yangberhasil membunuhnya? ' Beliau menjawab: 'Dia yang akan masuk ke dalamapi neraka.".'




Jarimah ini adalah tentang pelaku melaksanakan jarimah tersebut.
Kalau pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia telah melakukan
jarimah secara Ijabiyyah yang artinya sikap positif dalam menjalani
kehidupan sebagai lawan dari pesimisme dan fatalisme dan aktif dalam
melakukan jarimah. Contoh perilaku ini adalah melakukan zina, mencuri,
membunuh, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kemudian melanggar
peraturan yang diperintahkan dalam kejadian seperti ini pelaku dikenal
jarimah Salabiyyah yang artinya metode dalam agama Islam yang
mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan
pengurang berdasarkan syariat yang ada pada generasi Muhammad dan para
sahabat kemudian setelah mereka (murid para sahabat) dan setelahnya (murid
dari murid para sahabat).
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2. Niatnya
Pembagian jarimah dari sudut pandang niatnya ini, terbagi ke dalam dua
bagian yakni jarimah yang dilakukan dengan sengaja dan kemudian jarimah
yang dilakukan dengan tidak sengaja. Perbuatan jarimah dengan sengaja ini
disebut dengan jarimah al-maqsudah karena diniati bahkan direncanakan.
Sedangkan jarimah yang dilakukan dengan tidak sengaja disebut dengan
jarimah ghairu maqsud.
3. Objeknya
Aspek yang juga dapat membedakan ini adalah apakah korban dari pelaku
jarimah ini perorangan ataukah sekelompok masyarakat. Jika yang menjadi
korban itu adalah perorangan maka disebut dengan jarimah perorangan
karena menyangkut hak hamba atau manusia individu yang lebih dominan
daripada hak Allah swt.  Sedangkan jika yang menjadi korban itu adalah
sekelompok masyarakat maka jarimah tersebut menjadi hak jama’ah atau hak
Allah swt, karena yang berkaitan dengan hak jama’ah merupakan hak Allah
swt dan telah ditetapkan secara khusus hukumannya dalam Al-qur’an.
Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara
perseorangan dan ada kalanya dilakukan secara berkelompok. Pada bagian ini
perbuatan pidana yang dilakukan secara berkelompok. Turut serta dapat
terjadi tanpa menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana.
Bentuk-bentuk turut serta;
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a. Pembuat melakukan kejahatan bersama-sama orang lain (memberikan
bagian dalam melaksanakan kejahatan) artinya secara kebetulan
melakukan secara bersama-sama.
b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan
jarimah.
c. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat jarimah.
d. Memberi bantuan atau kesempatan untuk melakukannya kejahatan
dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.
Dalam hukum pidana Islam dibedakan istilah turut berbuat lansung yang
disebut dengan syarik mubasyir atau kawan nyata (tawafuq). Sedangkan turut berbuat
secara tidak lansung disebut syarik mutasabbib atau sebab adanya tindak pidana
(Tamalu). Akan tetapi para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat
perbuatannya sebagai keseluruhan. Jika korban mati maka masing-masing peserta
dianggap sebagai pembunuh. Jadi Tamalu, adalah kejahatan yang dilakukan oleh
beberapa orang secara bersama-sama dan terencana.
Sedangkan pembegalan dalam arti hukum pidana Islam adalah Jarimah al-
Hirabah yang dimaksud adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan
yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta,
atau membunuh orang.
Menurut Syafi’iyah, definisi Hirabah adalah :
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Hirabah adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau
menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan jauh
dari pertolongan (bantuan).4
Unsur-unsur Hirabah :
Unsur pokok Hirabah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman
korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya  unsure kekerasan atau
ancaman kekerasan. Di samping itu unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana
pencurian atau perampasan menjadi unsur dalam tindak pidana Hirabah , misalnya
barang itu telah berpindah tangan dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri.
Kemudian adanya unsur kesengajaan. Kategori-kategori kejahatan tersebut termasuk
dalam pencurian atau perampasan selama yang bersangkutan memiliki niat untuk
mengambil harta dengan terang-terangan.
Alat Bukti Tindak Pidana Hirabah
Tindak pidana Hirabah dapat dibuktikan berdasarkan saksi dan pengakuan
pelaku. Saksi tindak pidana ini cukup dua orang. Kesaksian dan pengakuan sebagai
alat bukti pada tindak pidana pencurian dengan tindak pidana hirabah tidak berbeda.
Kedua orang saksi boleh berasal dari rombongan perampok atau orang yang menjadi
korban perampokan, tetapi mereka hanya boleh bersaksi bagi orang lain tidak boleh
bersaksi untuk dirinya sendiri.
4 Abd. Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II, h. 640
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Hukuman tindak pidana Hirabah
Bentuk hukuman bagi jarimah hirabah ada 4 macam;
1. Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang,
Jika perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau
mengambil harta, hukuman nya adalah pengasingan, yaitu dalam konsep Al-
qur’an. Ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama
pengasingan yang dimaksudkan oleh firman Allah tersebut adalah dihilangkan
dari muka bumi engan dibunuh atau disalib. Sebagian yang lain mengatakan
diusir dari Negara Islam. Menurut ulama Malikiyah mengasingkan berarti
memenjarakan pelaku.
2. Mengambil harta,  menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’iyah, Ahmad bin
Hambal dan ulama Syi’ah Zaidiyah, jika perampok hanya mengambil harta
tidak membunuh, maka pelaku dihukum dengan hukuman potongan tangan dan
kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan
kanan dipotong, sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian,
sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang.
Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu
menunggu sembuh dulu tangan baru kaki,  karena hukuman itu merupakan satu
kesatuan. Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena pelaku tidak hanya
mengambil harta seperti pada kejahatan pencurian, tetapi ia melakukannya
secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan boleh jadi
membunuh jika korbannya melakukan perlawanan dan tidak menyerahkan
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harta. Perbuatan pelaku berdampak psikologis yang sangat luar biasa. Korban
menjadi trauma seumur hidup, dan perbuatan pelaku sangat mengganggu
kententraman masyarakat. Sehingga berdampak pada masyarakat tidak berani
melakukan aktifitas di luar rumah. Pemberian hukuman yang berlipat ganda itu
tidak hanya ada dalam hukuman pidana Islam, tetapi juga bisa kita
temukandalam Hukum Pidana Nasional, dapat dilihat pada pasal 362 KUH
Pidana sebagai berikut;
“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”.
3. Hanya membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta,
maka pemberontak akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati
ini bagi pelaku Hirabah yang membunuh tidak mengambil harta merupakan
hukuman hudud, bukan hukuman Qishash. Pelaku hirabah dalam hal ini tidak
dapat dimaafkan, karena kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum
dan berkaitan dengan kejahatan gangguan keamanan. Meskipun pembunuhan
itu sendiri masuk dalam kategori hukuman Qishash dapat saja terjadi di luar
rumah, tetapi pembunuhan pada jarimah Qishash ini tidak berkaitan dengan
gangguan keamanan. Pembunuhan itu terjadi berkaitan dengan hirabah, hanya
mungkin tidak mengambil harta karena belum sempat mengambilnya karena
berbagai kemungkinan lain, situasi terdesak dan seterusnya
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4. Membunuh dan mengambil Harta, pelaku hirabah yang membunuh dan
mengambil harta, maka ia dijatuhi hukumkan mati dan disalib dan tanpa
disertai  hukuman potong organ tubuh. Ulama berbeda pendapat dalam
pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib, sebagian mengatakan
hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi
mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman
salib. Iman Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong pada pendapat
pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati.
Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad berpendapat sebaliknya yaitu
mendahulukan hukuman mati baru disalib. Mereka beralasan pada ayat al-Qur’an
yang mendahulukan hukuman mati baru disalib. Alasan lain dari kelompok ini
mendahulukan salib baru hukuman mati adalah bentuk penyiksaan yang melampaui
batas. Dalam 365 (4) menjelaskan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur atau selama waktu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup  atau selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat







Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil
penelitian tersebut :
1. Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dasar hukum tindak
pidana Begal merujuk pada pasal 362, 363, dan 365 KUHP, pasal 362 KUHP
berbunyi ““Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling
banyak sembilan ratus rupiah” Artinya pelaku Begal dihukum penjara selama 5
tahun. Dan bunyi pasal 363 KUHP “(1) Diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun, seperti pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu, (2) Jika pencurian yang diterangkan dalanm butir 3 disertai
dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara
paling lama Sembilan tahun, setelah melihat pasal 363 KUHP maka dapat
dikatakan pelaku Begal itu masuk pada ayat (1) angka 4 dimana pelakunya
bersekutu maka dapat dihukum selama 7 tahun, lebih berat dari pasal 362 KUHP.
Namun, apa itu cukup? Mari kita lihat lagi pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
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terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal  tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2)
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (3) jika perbuatan
mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun. (4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama dua
puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan  luka berat atau kematian dan
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah
satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum pidana Islam
dalam menangani tindak pidana Begal atau dalam hukum pidana Islam disebut
sebagai Jarimah Hirabah yaitu keluar untuk mengambil harta dengan jalan
kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau
mengambil harta, atau membunuh orang. Seperti menakut-nakuti orang di jalan
tanpa mengambil harta atau membunuh orang, Jika perampok hanya menakut-
nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukuman nya
adalah pengasingan, yaitu dalam konsep Al-qur’an, dan yang kedua seperti
mengambil harta, menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’iyah, Ahmad bin
Hambal dan ulama Syi’ah Zaidiyah, jika perampok hanya mengambil harta tidak
membunuh, maka pelaku dihukum dengan hukuman potongan tangan dan kaki
secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan
dipotong, sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian,
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sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang, dan
yang ketiga hanya membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak
mengambil harta, maka pemberontak akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib.
Hukuman mati ini bagi pelaku Hirabah yang membunuh tidak mengambil harta
merupakan hukuman hudud, bukan hukuman Qishash.
B. Implikasi
Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran
kepada pihak Kepolisian, yaitu :
1. Agar kedepannya pihak kepolisian lebih memperhatikan adanya tindak
pidana Begal yang terjadi di kota Makassar yang sudah mulai
meresahkan masyarakat karena ulah para pelaku Begal yang semakin
merajalela sampai mengancam nyawa warga Makassar.
2. Agar kedepannya pihak Kepolisian lebih meningkatkan lagi sosialisasi
pembelajaran hukum agar lebih berhati-hati jika keluar dari rumah,
terkhusus di sekolah-sekolah agar para remaja ataupun anak-anak
diusianya yang masih sangat muda bisa lebih memahami bahwa tindak
pidana Begal bukanlah suatu kejahatan yang bersifat sementara tapi akan
seterusnya terjadi di kalangan masyarakat.
3. Agar kedepannya bisa lebih memperbanyak lagi menempatkan pos-pos
polisi ditempat yang rawan Begal, karena kurangnya pos-pos Polisi yang
ditempatkan di daerah adalah salah satu penyebab terjadinya Begal.
Maka para pelaku akan bebas melakukan aksinya.
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4. Agar kedepannya bisa lebih tegas memberikan hukuman kepada para
pelaku Begal yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku
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